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ABSTRAKSI

Nama : ACHMAD BUDI UTOMO
NIM : 202010110311338
Judul : “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS

TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA  KORUPSI

DITINJAU DARI SIFAT ¢“EXTRA ORDINARY CRIME”

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”
Pembimbing : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

2. Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum.

Tindak pidana korupsi tidak hanya tergolong sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya
yang sistematis, endemic, dan memiliki cakupan komprehensif yang tentunya amat
merugikan masyarakat secara umum, bangsa dan negara. Korupsi telah dikategorikan
sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara, termasuk
Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini : Bagaimana dasar
pertimbangan hakim dalam-menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan
pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn. jkt.pst?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk
mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi
pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst dan untuk mengetahui putusan
pengadilan tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat “extra ordinary crime’’ pada tindak
pidana korupsi di Indonesia dengan tujuan pemidanaan pada putusan pidana nomor
29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif
(normatif legal research) dan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan juga
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian yaitu
Tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat extra ordinary crime terhadap pertimbangan
hakim dalam hal meringankan pada putusan Nomor 29//Pid.sus-tpk/2021/PN. Jkt.Pst. tidak
relevan dikarenakan cacian dan hinaan sudah sepantasnya diterima pelaku dari masyarakat
mengingat sifat extra ordinary crime dan dilakukan pada saat bencana non alam covid-19.
Selain itu sifat extra ordinary crime pada korupsi tersebut diperlukan penanggulangan yang
luar biasa dan dengan tindakan yang luar biasa.

Kata Kunci: Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Pertimbangan Hakim
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ABTRACT

Name : ACHMAD BUDI UTOMO
NIM : 202010110311338
Title . “ANALYSIS OF COURT RULING NUMBER 29/PID.SUS

TPK/2021/PN.JKT.PST CORRUPTION CRIMES REVIEWED
FROM THE NATURE OF "EXTRAORDINARY CRIME" IN

CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA’’

Adviser : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
2. Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum.

The criminal act of corruption is not only classified as an extraordinary crime because
it is systematic, endemic and has a comprehensive scope which of course is very
detrimental to society in general, the nation and the state. Corruption has been
categorized as an extraordinary crime by various countries, including Indonesia. The
problems discussed in this research are: What is the basis for the judge’s consideration
in handing down a decision on a criminal act of corruption in criminal decision
29/pid.sus-tpk/2021/pn. jkt.pst?. The aim of this research is to find out the basis of the
judge's consideration in handing down a decision on a criminal act of corruption in
criminal decision 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst and to find out the court’s decision on a
criminal act of corruption in terms of its extra nature. ordinary crime’’ on criminal acts
of corruption in Indonesia with the aim of punishment in criminal decision number
29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst. The research method used is normative legal research
and uses a case approach and also uses a conceptual approach. The results of the
research are that criminal acts of corruption are viewed from the nature of extraordinary
crimes regarding the judge's considerations in mitigating matters in decision Number
29//Pid.sus-tpk/2021/PN. Jkt. Pst. It is not relevant because insults and insults should be
received by the perpetrator from the community considering the extraordinary nature of
the crime and it was committed during the non-natural disaster Covid-19. Apart from
that, the extraordinary nature of corruption requires extraordinary measures and
extraordinary measures.

Keywords: Corruption, Extraordinary Crimes, Judge's Considerations
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